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Abstrak 

HKI merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right. Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, 

yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual.Kekayaan merupakan abstrak yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli 

maupun dijual. HKI bisa juga bermanfaat sebagai keuntungan ekonomi dan sosial, keuntungan ekonomi 

sendiri selalu diorientasikan pada nilai keuntungan berwujud uang, sedangkan kepentingan sosial 

diorientasikan kepada kemaslahatan  atau kemanfaatan masyarakat, sehingga dengan ini masyarakat 

mendapatkan manfaat dari Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Tentu hal ini memberikan perwujudan dari 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada keuntungan sosial, salah satunya adalah pengalihan hak dengan cara 

wakaf, Objek HKI yang dapat dijadikan objek wakaf salah satunya adalah hak merek. Merek yang akan di 

wakafkan haruslah merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek. UU Merek Pasal 41 angka (1) 

menjelaskan bahwa merek dapat beralih karena wakaf. Namun muncul permasalahan yaitu tidak diaturnya 

tentang tata cara pelaksanaan wakaf merek dalam UU Merek, karena UU tersebut hanya menjelaskan bahwa 

syarat dan tata cara wakaf diatur dalam permen. Sampai saat ini peraturan tersebut belum terbentuk 

sehingga menimbulkan kekosongan hukum (Rechtsvacuum) .Dari permasalahan tersebut dapat ditarik 

rumusan masalah yaitu, bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek atas pegalihan merek 

melalui wakaf berjangka waktu yang dirugikan oleh nazhir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

normatif, metode pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan 

primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa untuk memberikan 

perlindungan hukum maka merek wajib didaftarkan serta pada saat proses pengalihan wajid 

didaftarkanpada PPAIW dan wajib diumumkan pada berita resmi merek.  

Kata kunci : perlindungan hukum, hak merek, wakaf. 
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Abstract 

HKI is a translation of the term Intellectual Property Right. The term consists of three keywords, namely 

Rights, Property, and Intellectual.Property is an abstract that can be owned, transferred, bought or sold. IPR 

can also be useful as an economic and social benefit, economic benefits themselves are always oriented to the 

value of tangible profits of money, while social interests are oriented to the benefit or benefit of society, so 

that with this society benefits from intellectual property law (IPR). Of course this provides the embodiment 

of Intellectual Property Rights (IPR) on social benefits, one of which is the transfer of rights by waqf, IPR 

objects that can be used as waqf objects, one of which is brand rights. The brand to be waqfkan must be a 

brand that has been listed in the general list of brands. Article 41 number (1) explains that brands can switch 

because of waqf. But the problem arises, namely the unregulated procedures for the implementation of 

brand waqf in the Brand Law, because the Law only explains that the terms and procedures of waqf are 

regulated in candy. Until now the regulation has not been formed, causing a legal vacuum (Rechtsvacuum). 

From these problems can be drawn the formulation of the problem, namely, how to protect the legal rights 

for brand rights holders on brand transfer through timely waqf harmed by nazhir. This research uses 

normative research methods, statutory approach methods. Legal material collection techniques use primary 

and secondary through literature studies. The results of this study found that to provide legal protection, the 

brand must be registered and during the process of transferring diamonds registered with PPAIW and must 

be announced on the official news of the brand.  

Keywords: legal protection, brand rights, waqf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil kecerdasan daya pikir teknologi, 

pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya, dan (HKI) merupakan hak-

hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh 

norma atau hukum yang berlaku. HKI dapat bermanfaat sebagai keuntungan ekonomi dan sosial, 

keuntungan ekonomi sendiri selalu diorientasikan pada nilai keuntungan berwujud uang, sedangkan 

kepentingan sosial diorientasikan kepada kemaslahatan  atau kemanfaatan masyarakat, sehingga dengan ini 

masyarakat mendapatkan manfaatnya.  

Pasal 21 PP No. 42 Tahun 2006 menyebutkan beberapa macam yang dapat diwakafkan. Salah 

satunya yaitu hak merek. Terdapat pembatasan tujuan terkait wakaf yaitu hanya boleh dilakukan semata 

karena untuk kepentingan Allah dan kesejahteraan masyarakat. Agar dapat diwakafkan maka hak merek 

wajib terdaftar dalam daftar umum merek. Hal ini dilakukan karena untuk menjamin perlindungan hukum 

terhadap hak atas merek tersebut. UU 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa merek mendapatkan perlindungan 

10 tahun sejak tanggal penerimaannya, namun dalam ayat (2) disebutkan bahwa merek dapat diperpanjang 

dan memiliki jangka waktu. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa hak merek memiliki jangka waktu 

tertentu.  

UU Merek Pasal 41 angka (1) menyebutkan bahwa hak merek dapat dialihkan karena wasiat, 

pewarisan, wakaf, perjanjian, hibah dan hal lain yang dibernarkan hukum. Berbeda dengan Pasal 40 UU No. 

15 Tahun 2001 yang tidak menyebutkan metode pengalihan hak merek melalui wakaf, akan tetapi 

pengalihan hak merek melalui metode wakaf diatur lebih lanjut dalam UU Merek terbaru. Melihat keadaan 

tersebut sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai UU Merek terbaru memasukkan metode 

peralihan hak merek melalui wakaf. Pada dasarnya wakaf memiliki perbedaan pandangan. Wakaf bertujuan 

untuk kepemilikan bersama sedangkan merek memiliki kepemilikan yang lebih individual.1 

Selama ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa wakaf hanya dapat dilakukan dengan 

harta benda, namun seiring berjalannya waktu, undang-undang wakaf menetapkan bahwa HKI dapat 

dijadikan sebagai harta wakaf, namun ada permasalahan dengan wakaf mengenai kekayaan intelektual, 

yang menjadi persoalan utama. Inilah yang terjadi dalam masalah. Padahal, UU Merek tidak memuat proses 

pengaturan tentang pengenalan wakaf untuk merek. Pasal 41 UU Merek menjelaskan bahwa syarat dan tata 

cara pengalihan merek melalui wakaf diatur dengan Keputusan Menteri. Namun hingga saat ini peraturan 

tersebut belum juga ditetapkan. Dengan demikian, timbullah Rechtsvacuum atau kekosongan hukum. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek atas pegalihan merek melalui wakaf 

berjangka waktu yang dirugikan oleh nazhir? 

1.3 Metode Penelitian  

1.3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan normative law research dengan mengkaji studi kasus normatif berupa 

perilaku hukum dan mengkaji undang-undang. Skripsi ini menggunakan metode penelitian 

normatif yang disesuaikan dengan teori yang mendukung guna mendapatkan jawaban yang 

dibutuhkan.  

 

1.3.2 Metode Pendekatan 

                                                             
1 Budi Agus Riswandi, Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, Pusat HKI FH UII, Yogyakarta, 2016, hlm. 135. 



Metode pendekatan yang digunakan untuk skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (statue 

aproach). Penelitian normatif wajib menggunakan pendekatan perundang-undangan, sebagai acuan 

dalam menentukan dan menemukan kebenaran tentang hal yang diteliti. Pendekatan ini digunakan 

karena dalam penelitian ini mengangkat tema tentang aturan hukum yang belum ada,  

 

1.3.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis penelitian berupa penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan 

bahan hukum tersier. 

a) Bahan Hukum Primer 

Yang terdiri dari peraturan Perundangan, antara lain : 

1) UU No. 41/2004 tentang Wakaf. Pada Perundangan tersebut berisi tentang peraturan 

mengenai wakaf, antara lain prosedur pendaftaran wakaf, objek wakaf dan lain 

sebagainya.  

2) Perpres No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004 tentang Wakaf.  

3) Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI juga mengatur tentang 

wakaf. 

4) UU No. 20/2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis. 

b) Bshan Hukum Sekunder 

Menggunakan bahan hukum berupa buku-buku dari para ahli hukum serta jurnal-

jurnal yang terkait dengan topik skripsi ini sehingga dapat menjawab rumusan masalah. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Segala sumber yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan tersier yang terkait 

dengan perlindungan hukum, hak merek, dan wakaf. 

 

1.3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pada skripsi ini menggunakan teknik prosedur kategorisasi dan inventarisasi serta dengan 

meganalisis peraturan perundangan. Menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan 

mengumpulkan bahan hukum berupa buku-buku, jurnal, literatur, dan juga peraturan-peraturan 

kemudian dilakukan sistematisasi agar mendapatkan jawaban atas topik yang diangkat.  

 

1.3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 

Menggunakan metode analisis normatif yang dilakukan melalui pola pikir harmonisasi, 

sistematisasi, dan penemuan hukum sehingga dapat menjawab semua rumusan masalah topik yang 

diangkat. 

 

 

 

 

 

  



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

Pasal 1 angka 1 UU No. 20/2016 menjelaskan bahwa merek merupakan tanda, tanda 

tersebut dapat berupa gambar, huruf, nama, angka atau warna-warna yang disusun agar dapat 

memiliki unsur pembeda dengan produk lainnya yang sejenis. Unsur pembeda menjadi penting 

ketika digunakan dalam kegiatan perdagangan. Maka definisi merek adalah pengenal dari suatu 

produk atau suatu merek dan menjadikan ciri khas dari barang/jasa yang diperdagangkan. Bagi 

konsumen merek dapat berfungsi mempermudah identifikasi suatu barang. Identifikasi barang 

yang dimaksudkan akan mempermudah konsumen dalam mencari barang yang diinginkan, 

sehingga fungsi merek dapat digunakan sebagai jaminan kuliatas yang nyata.2 

HKI merupakan harta benda yang tidak berwujud atau biasa yang disebut dengan immateriil.3 

HKI dapat pula disebut sebagai benda tidak berwujud selain uang. Peraturan telah mengatur 

macam-macam HKI. HKI dapat dialihkan dapat pula beralih melalui jalan hibah, waris, wasiat, 

wakaf, dan juga sebab lain yang tidak dilarang oleh syariat islam dan UU. Untuk dapat menjadikan 

HKI merek sebagai objek wakaf maka diperlukan pendaftaran hak merek. Syarat pengajuan hak 

merek  terdapat pada Pasal 5 UU Merek No. 15/2001 yaitu : 

1) Merek tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku, serta dilarang 

menyimpangi kesusilaan, norma agama, dan ketertiban umum, serta tanda dari merek 

tersebut dilarang menyinggung norma ksesopanan, perasaan, ketentraman, dan 

keagamaan masayarakat umum atau masyarakat tertentu. 

2) Apabila merek menyerupai atau tidak memiliki perbedaan pada produk yang telah 

berbeda maka hal ini dilarang. Maksud tdak memiliki pembeda ini adalah tanda 

dianggap sudah umum seperti tanda titik/garis yang tidak terlalu jelas perbedaannya, 

atau juga gambar yang teralu rumit sehingga tidak jelas. 

3) Dapat diakses secara umum, istilah umum disini berarti gambar yang digunakan telah 

banyak beredar dan bebas dipakai oleh kalayak umum, sehingga apabila tetap memakai 

simbol ini suatu produk tersebut tidak memiiki daya pembeda sama sekali. Padahal 

suatu merek haruslah memiliki daya pembeda untuk dapat mencirikan merek tersebut, 

agar dengan sekali melihat masayarakat umum paham. Pasal 5 huruf c UU Merek 2001 

menjelaskan dengan memberikan contoh, bahwa yang telah menjadi milik umum 

adalah huruf P dicoret adalah tanda umum bahwa dilarang parkir. Maka tanda yang 

semacam itu tidak tepat dijadikan sebagai logo atau gambar dari suatu merek. 

4) Ada kaitannya dengan jasa atau barang yang dimohonkan pendafttarannya, yang 

dimaksud disini adalah logo atau gambar yang termuat adalah hanya berkitan dengan 

jasa atau benda yang akan dijual. Seperti : merek kopi yang hanya memberikan bijih 

kopi pada logo atau gambarnya tanpa ada tambahan gambar lain yang dapat menjadi 

ciri brand tersebut. atau produk yang menjual bahan dari lidah buaya dan menjadikan 

gambar lidah buaya sebagai logonya. Hal ini yang dimaksud dilarang untuk dijadikan 

gambar atau logo dari sutu merek. 

Pasal 20 UU MIG No. 20/2016 menjelaskan terkait dengan merek tidak akan terdaftar apabila 

melanggar ketentuan perundangan, bertubrukan dengan ideologi bangsa, agama, ketertiban atau 

kesusilaan. Memiliki persamaan atau hanya menyebutkan barang/jasa yang dimohonkan. Memiliki 

unsur yang dapat meresahkan masyarakat yang berkaitan dengan jenis, ukuran, macam dan tujuan 

                                                             
2 Haris Munandar & Sally Sitanggang, Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan 

Seluk-beluknya, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 52. 
3 O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Cet. VIII, PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 11. 



penggunaan barang/jasa yang tidak tepat jika beredar dalam masayrakat. Memiliki keterangan 

yang tidak seusai dengan kualitas produknya, dan juga tidak seusai dengan manfaat dari 

barang/jasa yang diproduksi. Tidak memiliki perbedaan dengan produk lainnya. Memiliki nama 

yang umum atau memiliki logo yang umum yang mudah ditemukan di masyarakat. 

Tata cara pendaftaran merek telah diatur dalam UU Merek. Diatur dalam Pasal 7 UU Merek 

15/2001. Dimohonkan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. 

Permohonan tersebut diajukan kepada Direktorat Jendral HKI dengan mencantumkan sesuai 

dengan format yang telah diatur. Apabila salah satu persyaratan dilewatkan  maka akan berakibat 

pada ditolaknya pengajuan permohonan hak merek. Sedangkan dalam Pasal 8 UU Merek 15/2001 

menjelaskan tentang permohonan yang dikhususkan untuk 2 kelas jasa/barang yang dapat 

dimohonkan satu kali. Tentu dengan adanya ketentuan ini memberikan kemudahan kepada pemilik 

merek yang akan mendaftarkan hak mereknya secara sekaligus. Sedangkan Pasal 10 UU Merek 

15/2001 menjelaskan tentang pengajuan permohonan bagi pemohon yang bertempat tinggal tetap 

diluar kota.  

UUD 1945 pada Pasal 28H menjabarkan bahwa warga negara Indonesia berhak mendapatkan 

hidup dalam kemakmuran materiil dan rohaniah. Bagian dari hak atas kehidupan yang 

berkecukupan adalah untuk memiliki kehidupan yang layak baik secara ekonomi pendidikan 

maupun sosial. Hukum Islam memiliki banyak cara untuk menyelesaikan masalah peningkatan 

kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya, dengan peningkatan ekonomi untuk 

mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas adalah 

dengan jalan berwakaf. Merupakan solusi dalam hukum islam bahwa haruslah ada pemerataan 

ekonomi, pemerataan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan hidup layak kepada masyarakat 

yang kurang dalam hal finansial, maka jalan wakaf adalah solusinya. 

Secara terminologis dalam hukum Islam menurut definisi yang paling banyak diikuti wakaf 

didefinisikan sebagai pelembagaan suatu ojek yang dapat dimanfaatkan dengan menangguhkan 

hak, perbuatan hukum pelaku wakaf atau orang lain kepada khalayak dan menyalurkan hasilnya 

untuk tujuan yang baik dan sosial. Ada juga orang yang mengartikan wakaf seagai sesuatu yang 

dapat mengubah kepemilikan selamanya dan memberikan manfaat produk kepada masyarakat atau 

untuk tujuan yang baik. Wakaf adalah menyediakan aset untuk digunakan secara tepat untuk 

kepentingan umum. Dengan demikian selama ini pengertian yang diberikan dalam Buku III KHI 

tentang wakaf adalah peruatan hukum seseorang sekelompok orang atau suatu badan hukum 

dengan memisahkan sebagian harta kekayaannya dan menyalurkan kepada lembaga yang berhak 

untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk tujuan beribadah atau lainnya serta dapat berguna 

demi masyarakat umum  sesuai dengan syariat Islam. 

Wakaf sebagai salah satu bentuk jalan ibadah memiliki pembeda dari amalan lainnya yang 

dibedakan berdasarkan empat hal yang harus terpenuhi, yaitu: 

1) Objek wakaf harus berupa zat yang tetap dan dapat berguna untuk jangka panjang atau 

dapat pula didefinisikan sebagai benda yang tidak cepat habis untuk dimanfaatkan. 

Harta benda yang dapat dimanfaatkan untuk wakaf harus berupa harta benda  yang 

berguna dan halal menurut hukum Islam. 

2) Objek yang akan dijadikan wakaf harus memiliki batasan-batasan dan jelas wujudnya 

sehingga dapat dengan jelas di manfaatkan sesuai dengan fungsinya, kriteria objek 

wakaf harus sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk objek wakaf ini. 

3) Objek wakaf ini harus milik pribadi dari si pewakif serta terbebas dari segala hal yang 

membebani objek wakaf tersebut. 

4) Objek wakaf yang akan di wakafkan haruslah benda yang jelas dan tidak mengandung 

hal yang dilarang oleh undang-undang dan agama. 



Umumnya wakaf adalah berupa harta benda pemberian yang dilakukan dengan menahan dan 

mengelola harta benda dari pemilik asal, dengan mengelolanya akan mendapatkan manfaat dari 

harta benda yang diberikan dan manfaat tersebut dapat berlaku umum. Para ahli fiqih saling 

mengemukakan pendapatnya masing-masing sehingga terdapat perbedaan mengenai hakikat 

wakaf.4 Perbedaan ini muncul dari tradisi fiqih Islam sehingga memunculkan macam-macam 

mazhab. Beberapa mazhab tersebut yaitu syafi’iyyah, hanafiyah, hanabilah, malikiyah. 

Munculnyaberbagai mazhab ini dikarenakan perbedaan penafsiran terhadap teks nash, dan juga 

terdapat pengaruh sosial budaya yang dihadapi pada tiap ulama.5 

 Masyarakat Indonesia telah mengenal wakaf sejak lama, namun dalam peraturannya masih 

belum memenuhi kebutuhan untuk mengatur wakaf di Indoensia. Awalnya benda yang dapat 

dijadikan wakaf adalah benda tidak bergerak yaitu tanah, namun semakin lama dan semakin 

meluasnya objek wakaf maka benda tidak bergerakpun dapat dijadikan objek wakaf asal tidak 

menyalahi syariat islam. Agar terpenuhinya objek wakaf yang sesuai dengan aturan, diperlukan 

syarat materiil dan syarat formil. Adapun mengenai syarat tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Syarat Materiil 

Metode Wakaf mengklasifikasikan harta yang dapat diwakafkan yaitu benda bergerak dan 

benda tidak bergerak. Tentu saja hal ini membawa akibat dari keduanya  berbeda dalam hal 

syarat dan prosedur pelaksanaannya. Agar lebih mendalami kedua objek ini penulis umumnya 

mengklasifikasikannya ke dalam tiga kategori. Yaitu benda bergerak berwujud berupa uang dan 

wakaf tidak berwujud, benda yang tidak berwujud berupa merek dan benda berwujud seperti 

tanah. Bertujuan untuk lebih memudahkan dalam memahami tata cara peralihan merek wakaf  

dengan  harta benda wakaf lainnya. Ciri wakaf merek yang dapat dijadikan objek wakaf berupa 

sesuatu benda halal yang sesuai dengan ketentuan syariah. Merek sebagai subjek wakaf 

dilaksanakan untuk keperluan ibadah dan digunakan untuk khalayak umum, kegiatan ini 

disyariatkan oleh islam, jadi seluruh syarat formilnya sebaiknya dilakukan sesuai prosedur 

formil islam sesuai dengan KHI, oleh karena itu maka kedudukan dan segala akibat hukumnya 

agar dapat diselesaikan sesuai dengan syariah islam.  

Benda-benda yang digunakan untuk objek wakaf haruslah memenuhi syarat syariah, 

seluruh objek wakaf harus memenuhi syarat ini tidak terkecuali hak merek. Syarat materiil ini 

mengacu pada kitab agama islam, yaitu Al-Qur’an, dan sunnah lainnya yang dianggap 

memenuhi. Sedangkan merek yang tidak memenuhi syarat materiil tersebut tidak dapat 

dijadikan objek wakaf. Hak merek yang tidak dapat di wakafkan antara lain produk yang 

mengandung babi dan seperti alkohol yang jelas dilarang oleh syariat islam untuk dikonsumsi. 

Tujuan berwakaf pasti untuk kebermanfaatannya untuk masyarakat umum. Dalam hal 

berwakaf tanah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti masjid atau sekolah 

madrasah, tanah sebagai objek wakaf tidak terdapat hak komersil. Namun jika mewakafkan hak 

merek tentu terdapat hak komersilnya, karena bergerak dalam sektor komersil. Merek tidak 

lepas dari barang dan jual beli, hal ini tentu berhubungan dengan pengambilan manfaat dari 

hak merek tersebut sebagai sumber keuntungan yang dapat disalurkan untuk tujuan wakaf. 

Maka dalam hal ini segala tindakan atas nama merek tersebut haruslah sesuai dengan prinsip 

syariah.  

2. Prosedur Formil 

Wakaf merek dagang, seperti wakaf lainnya, disahkan sebagai sertifikat kepemilikan merek, 

yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, Departemen Jendral HKI dan terdaftar di 

Departemen Umum Kekayaan Intelektual. Berikut ini dijelaskan prosedur wakaf merek dengan 

                                                             
4 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Departemen Agama RI, 

Jakarta, 2013, hlm 1. 
5 Amir Syarifuddin, dkk, Pengantar dalam Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis, P2M, 
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pendekatan wakaf terhadap hak kekayaan intelektual. Mengenai tata cara pemindahan benda 

bergerak tak kasat mata, selebihnya peraturan pemerintah Wakaf mengaturnya. Sebagai upaya 

untuk mewakafkan merek dagangnya, wakif hendaknya membuat permohonan pengalihan 

HKI kepada Kantor Kekayaan Intelektual Nasional, yang harus memiliki Sertifikat Ikrar Wakaf 

yang dikeluarkan oleh PPAIW. Selanjutnya AIW sebagai subjek merek wakaf diserahkan kepala 

kantor urusan agama dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri, berdasarkan pasal 37 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Wakaf. Dalam pembuatan Akta Wakaf, sebagaimana dijelaskan 

dalam Pasal 37 Peraturan Wakaf. 

Setelah AIW terbentuk, maka selanjutnya adalah melakukan pendaftaran untuk dapat 

mencatatkan akta tersebut ke PPAIW. Hal yang perlu dilakukan wakif adalah menyerahkan bukti 

bahwa wakif pemilik sah merek tersebut yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan. Apabila 

akta telah terbit langkah selanjutnya adalah mendaftarkan peralihan hak merek kepada instansi 

yang berwenang. Untuk pengalihan merek yang telah tercatat dalam Direktorat Jendral HKI yang 

akan diumumkan melalui Berita Resmi HKI merek. Pencatatan tersebut dapat memunculkan akibat 

hukum yang terjadi pada pihak ketiga. Setelah tercatatnya peralihan hak merek melalui wakaf 

tersebut pada daftar umum, maka hak tersebut beralih kepada nazhir untuk dapat dikelola dan 

dikembangkan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah disepakati. Semua manfaat dan keuntungan 

dari dikelolanya hak merek tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan 

masyakat. 

Pelaksanaan ikrar wakaf dilakukan oleh pewakif dan nazhir yang akan mengelola harta benda 

wakaf. Pelaksanaan ikrar wakaf disaksikan oleh saksi sebanyak dua orang yang dilakukan di 

hadapan PPAIW. Dalam penyampainnya, ikrar wakaf dapat dilakukan secara dua jenis, yaitu secara 

tertulis maupun lisan. Jika dilakukan secara tertulis maka pejabat yang berwenang menyusun ikrar 

tersebut adalah pejabat PPAIW, hal ini dimuat dalam UU Wakaf 41/2004 Pasal 17 ayat (1) dan (2) . 

Disebutkan pula apabila pewakif tidak dapat hadir yang dibenarkan dimata hukum, maka seorang 

wakif dapat mengkuasakan seseorang yang dianggap dapat mewakili dengan disertai surat yang 

menunjukkan bahwa si pewakif mengkuasakan hak dan kewajibannya untuk acara pengambilan 

sumpah ikrar wakaf serta ditandatangani oleh keduanya disertai minimal dua orang saksi.  

Seseorang berwakaf pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan wakaf ada dua yaitu wakaf 

umum dan wakaf khusus. Wakaf umum digunakan untuktujuan beribadah yang dapat 

dimanfaatkan secara produktif, hasil dari wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum yang 

belum memenuhi standar. Kepentingan umum lainnya adalah dengan membangun fasilitas umum 

seperti masjid, sekolah, atau pondok pesantren yang dapat dirasakan dan dapat bermanfaat untuk 

khalayak umum.  Sedangkan wakaf khusus ini biasanya ditujukan untuk keluarga besar, 

dimanfaatkan oleh keluarga besar untuk tujuan ibadah sesuai dengan syariat islam. Wakaf sendiri 

memiliki beberapa dimensi, dapat berwujud sebagai dimensi sosial, ekonomi dan agama. 

Keseluruhan dimensi tersebut berfungsi untuk tujuan ibadah dan digunakan untuk kepentingan 

umum agar masyarakat semakin sejahtera.6  

Wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf jangka waktu selamanya dan wakaf jangka waktu 

tertentu. Wakaf yang bersifat selamanya contohnya adalah tanah dan bangunan yang dikelola oleh 

nazhir lalu peruntungannya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Sedangkan 

wakaf jangka waktu tertentu yaitu contohnya berupa barang yang jangka waktu perlindungan 

hukumnya mencapai batas waktu tertentu. Seperti misalnya HKI berupa hak merek. HKI sendiri 

terdiri dari banyak jenis yang dapat dijadikan obyek wakaf yang tentunya setiap jenis obyek 

memiliki jangka waktu masing-masing sesuai dengan ketentuan perundangan.  

HKI tergolong bersifat ekslusif, hal ini dikarenakan tidak semua orang dapat melahirkannya. 

HKI merupakan istilah lain dari Intellectual Property Right yang dapat dialihkan, dimiliki maupun 
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dapat dijual. Untuk dapat memiliki salah satu dari jenis HKI didapatkan dari hasil buah pikir yang 

menjadikan suatu kekayaan inteletual lalu kemudian harus didaftarkan guna menghindari plagiasi. 

Orang yang memiliki hak merek harus mendaftarkan haknya pada Direktorat Jendral HKI. 

Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak merek yang 

dibuktikan dengan terbitnya sertifikat hak merek yang diberikan kepada pemegang hak merek.  

UU Wakaf 41/2004 menjelaskan bahwa untuk dapat dijadikan obyek wakaf terdiri dari benda 

bergak maupun benda tidak bergerak. PP 42/2006 benda bergerak dibedakan menjadi benda 

bergerak selain uang dan juga benda bergerak berwujud uang. Sedangkan HKI termasuk dalam 

benda bergerak selain uang. Maka Pasal 16 (3) UU 41/2004 mendefinisakn benda bergerak adalah 

benda yang tidak habis dikonsumsi, hal ini meliputi, hak sewa, HKI, logam mulia, surat berharga, 

uang, kendaraan, dan benda lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundangan dan syariat islam. 

Batasan waktu yang dikenakan pada objek hak merek ini semata karena hak merek bersifat 

sementara, bersifat sementara disini maksudnya adalah memiliki jangka waktu 10 tahun sejak 

sertifikat dikeluarkan oleh Direktorat Jendral HKI namun masih dapat diperpanjang secara terus 

menerus. Maka dalam penelitian ini wakaf merek termasuk ke dalam wakaf yang bersifat 

sementara, karena adanya pembatasan perlindungan hukum yang berlaku terhadap hak merek.  

HKI dapat digunakan sebagai objek wakaf, HKI termasuk dalam benda bergerak selain uang, PP 

42/2006 Pasal 19 pun mengatur bahwa: 

1) Benda dapat dikategorikan benda bergerak karena dapat berpindah atau dipindahkan 

karena ketetapan perundangan. 

2) Benda bergerak yang tergolong dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan karena 

pemakaian. 

3) Benda bergerak yang dapat habis karena pemakaian, hal ini tdak dapat diwakafkan kecuali 

air dan bahan bakar karena persediaan yang dapat dimanfaakan secara berkelanjutan 

4) Benda bergerak tidak dapat dihabiskan karena pemakaian, hal ini dapat dimanfaatkan untuk 

objek wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah. 

Pasal 20 PP 42/2006 menjelaskan ada beberapa benda yang dapat diwakafkan menurut sifatnya, 

yaitu pesawat terbang, kendaraan bermotor, kapal, peralatan industri yang melekat pada bangunan, 

batu mulai atau logam, benda lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang. Pasal 21 menjelaskan 

bahwa benda bergerak lainnya yang dapat dijadikan wakaf yaitu, Surat Utang Negara, Saham, 

Obligasi, Surat Berharga lainnya. Sedangkan HKI yang dapat dijadikan wakaf terdiri dari : hak 

merek, hak cipta, hak paten, hak rahasia dagang, hak desain industri, hak sirkuit terpadu dan juga 

hak perlindungan varietas tanaman. Sedangkan hak atas benda bergerak berupa : hak sewa pakai 

hasil dari benda bergerak dan juga perikatan.  

Pengalihan hak merek dapat dilakukan melalui jalan wakaf. Setiap orang memiliki keluarga dan 

harta kekayaan. Wakaf adalah perbuatan untuk memberikan dan memisahkan harta benda dari 

pemiliknya dan diserahkan untuk dapat dikelola dan dapat bermanfaat untuk dalam waktu tertentu 

atau dapat pula berlaku selamanya. Wakaf bertujuan sebagai opsi dalam beribadah dan juga untuk 

kesejahteraam masyarakat luas menurut syariat. Apabila telah dilakukan ikrar maka tidak dapat 

dibatalkan. Karena pada hakikatnya setelah dilakukan ikrar maka telah berpindah kepemilikan hak 

merek yang semula milik pencipta maka sekarang beralih kepada nazhir untuk mengelola dan 

menjalankannya.  

Lembaga wakaf sudah sejak lama terbentuk di Indonesia dan sudah sejak lama dipraktikkan di 

Indonesia. Lembaga wakaf sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia. Wakaf sebagai bentuk 

perbuatan hukum memang memerlukan regulasi yang jelas, karena wakaf merupakan tindakan 

yang mengalihkan  dan memisahkan sebagian dari harta wakif guna untuk dimanfaatkan untuk 

jangka waktu tertentu atau selamanya sebagai jalan ibadah untuk masyarakat umum. Harta benda 



yang di wakafkan oleh wakif merupakan harta benda yang memiliki nilai ekonomi menurut syariah. 

Perluasan objek wakaf benda bergerak tidak berwujud di Indonesia diwujudkan dengan HKI, HKI 

tergolong dalam objek wakaf yang memiliki jangka waktu tertentu. Objek HKI memiliki jangka 

waktu masing-masing sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. 

Sesuai dengan asas kemanfaatannya wakaf memang dapat bermanfaat dan memberikan nilai 

ekonomi untuk masyarakat umum. Objek HKI yang di wakafkan maka nilai ekonomi yang melekat 

dalam wakaf HKI tersebut dalam bentuk royalty dan technical fee. Hal ini yang paling relevan untuk 

mengkategorikan HKI sebagai objek yang dapat dijadikan wakaf. Menurut para ulama dengan 

memilih jalan ibadah berwakaf maka pahala akan terus mengalir selama objek wakaf tersebut 

dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan prinsip syariah. Jika di tinjau dari hal yang paling 

sederhana maka obek wakaf ini  terkait dengan aspek kemanfaatannya yang dapat dimanfaatkan 

secara kontinu dan dikelola oleh nazhir sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan ikrar wakaf. 

Dengan mengalihkan hak merek maka aspek kemanfaatanyya berpindah ke nazhir sebagai 

pengelola wakaf tersebut, namun nilai moralnya tetap pada penciptanya (wakif). 

HKI sebagai objek wakaf harus memenuhi kriteria yang disyaratkan dalam islam. Kriteria HKI 

sebagai objek wakaf harus melalui proses penyeleksian yang ketat. Benda yang akan diwakafkan 

haruslah benda yang tidak terlarang dan harus benda yang halal. Hadist larangan  menggambar  

makluk bernyawa dapat dijadikan batasan dalam menentukan kriteria bentuk merek yang akan 

diwakafkan karena hadist tersebut harus  dihormati keberadaanya.  Larangan mengumbar gambar 

makhluk hidup yang bernyawa dalam hal ini yang berbentuk sempurna seperti aslinya. Jika gambar 

tersebut berbentuk makhluk hidup namun diilustrasikan secara todak sempurna tentu tidak 

menjadi masalah. Peraturan yang mengatur tentang kriteria merek yang harus dipenuhi terdapat 

dalam Majmu' Fatawa Wa Rasail Al-Utsaimin 2/279 no.331. Pengalihan objek wakaf juga tidak 

dibolehkan jika terdapat kandungan alkohol atau mengandung babi didalamnya.  

Pengalihan hak merek sebagai wakaf harus sesuai dengan yang disyaratkan oleh UU Merek dan 

UU Wakaf. Syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu benda yang memiliki manfaat dan benda 

yang dibenarkan oleh syariat islam ( Pasal 1 angka 5 UU Wakaf). Karena banyaknya hak merek yang 

didaftarkan maka harus ada batasan mengenai kriteria hak merek yang dapat dijadikan objek 

wakaf. Batasan dan kriteria merek yang dapat di wakafkan bersumber dari Al-Quran dan sunnah 

yang dapat memudahkan memilih kriteria merek yang dibenarkan oleh Islam.  

Kriteria merek yang dapat dijadikan objek wakaf perlu di perhatikan dan ditentukan terlebih 

dahulu. Penyeleksian merek yang akan dijadikan objek wakaf tentunya bertujuan untuk membatasi 

hak merek. Pasal 1 ayat (1) UU 20/2016, menjelaskan objek wakaf yang dapat dijadikan benda 

dalam berwakaf berdasarkan tanda atau bentuk tampilan yang dapat membedakan satu produk 

dengan produk lainnya. Mengenai penjelasan pasal diatas terlihat bahwa ruang lingkup suatu 

merek berdasarkan trademark (merek) sebagai hak kekayaan intelektual dengan adanya merek maka 

suatu produk tersebut diketahui karena keberadaannya. Adanya suatu merek ersebut berguna 

untuk mencari asal barang dan jasa. Keberadaan merek didalam dunia dagang sangat penting 

sehingga dengan beredarnya produk tersebut dapat direpresentatifkan.  

Sesuai dengan UUMIG Pasal 74 ayat (1) menunjukkan bahwa suatu merek dapat di gugat apabila 

merek tidak diedarkan dan diperdangkan, walaupun merek tersebut di produksi. Maka dengan kata 

lain apabila memproduksi suatu produk hendaklah di pasarkan pula. Penjelasan dari pasal tersebut 

dapat menjadi penentu dalam proses penyeleksiannya. Banyak produk yang beredar di Indonesia. 

Banyak pula yang menggunakan makhluk hidup sebagai ikon merek tesebut. Keberadaan merek-

merek tersebut dapat digunakan untuk berdagang bebas, karena peraturan hanya mengatur 

ketentuan mengenai ikon merek ini secara umum. Sedangkan untuk syarat tepenuhinya merek 

dapat digunakan sebagai objek merek haruslah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang mana benda 

tersebut bukan merupakan benda yang terlarang. Benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf 

yaitu benda yang  halal, dan bukan merupakan benda yang haram. Maka jika akan mewakafkan hak 



mereknya, harus diperhatikan dari segi ikon dan logo dari suatu merek tersebut harus sesuai 

dengan prinsip syariah. Hadist yang melarang untuk menggambar makhluk bernyawa dapat 

dijadikan pembatas mengenai kriteria yang harus dipenuhi apabila merek akan dijadikan objek 

wakaf.  

Hadist mengenai larangan menggambar makhluk hidup adalah untuk hak merek yang logonya 

menggunakan makhluk hidup yang sempurna bentuknya sesuai dengan kenyataannya, sehingga 

apabila logo yang digunakan hanya merepresentasikan sebagian gambar maka masih 

diperbolehkan. Logo atau gambar yang masih diperbolehkan antara lain mempunyai kriteria tidak 

ada mata, hidung, mulut, jari dalam gambar tersebut maka apabila syarat tersebut terpuhi tidak 

akan menandingi ciptaan Allah. Para ulama Indonesia memiliki pandangan masing-masing 

terhadap hadist tersebut. untuk mengambil jalan tengahnya, di Indonesia memperbolehkan merek 

yang memiliki logo gambar makhluk hidup, sepanjang tidak terlalu jauh menyimpangi syariat 

Islam.  

Berdasarkan banyaknya kriteria yang menjadi penentu sahnya objek hak merek yang akan 

diwakafkan, dapat diketahui bahwa kriteria yang dapat dijadikan pedoman adalah, produk dan 

seluruh unsur-unsur yang tidak menyimpangi aturan dan prinsip syariah. Kriteria merek yang pada 

dasarnya tidak menggandung unsur figuratif makhluk hidup bernyawa secara utuh. Maka batasan 

dan penyeleksian hak merek yang akan di wakafkan menjadi penting mengingat tujuan dan 

kebermanfaatan yang akan dicapai dalam berwakaf. Pembatasan kriteria merek yang telah 

mendapatkan sertifakat resmi dari Direktoran Jendral HKI menjadi penting agar tidak melanggar 

prinsip syariah sebelum melakukan pengalihan merek secara wakaf. Apabila terdapat merek yang 

telah mendapatkan sertifikat kepemilikan hak dan akan di wakafkan, sebagiknya dilakukan 

penghapusan terhadap merek tersebut dan menggantinya dengan merek baru yang sesuai dengan 

syarat dan kriteria hukum Islam. 

Al-Sarakhsi menjelaskan bahwa nazhir adalah wakil dari pewakif. Wakil yang dimaksud adalah 

untuk mengelola sehingga manfaatnya dapat di rasakan oleh khalayak umum. Nazhir memiliki 

tanggung jawab dan tugas yang berat mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar tetap 

berjalan sesuai dengan tujuan utama. Apabila dalam melaksanakan tugasnya nazhir meninggal, 

maka nazhir yang ditunjuk untuk menggantikan harus menjalankan dan meneruskan pekerjaan 

nazhir sebelumnya. Nazhir pengganti harus menjalankan seusai dengan tujuan awal dan tidak boleh 

merubah tanpa persetujuan dari semua pihak. Maka dalam hal pengelolaan harta benda wakaf 

tergantung pada nazhir sebagai pengelola.7  

Diberbagai negara diharapkan seluruh nazhir profesional dalam mengelola harta benda wakaf. 

Di Indonesia diperlukan nazhir yang profesional, karena perlu mengembangkan harta benda yang 

di wakafkan oleh wakif, bahkan masih terdapat nazhir yang tidak mengerti hukum wakaf, jika tidak 

memahami hukum wakaf maka tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai nazhir, maka akan 

berdampak pada tidak professionalnya dalam mengurus harta benda wakaf. Adapula yang harta 

benda wakaf yang terjual atau beralih kepemilikan pada saat dipercayakan kepada nazhir untuk 

mengelolanya. Dengan berarti bahwa masih terdapat nazhir yang tidak professional karena tidak 

mengerti dan memahami konsep hukum wakaf.8 Oleh sebab itu diperlukan pelatihan untuk nazhir 

agar seluruh nazhir dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menyimpangi isi ikrar 

wakaf khususnya dalam mengelola hak merek sebagai objek wakaf.9 

Banyaknya kasus nazhir yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, seperti melakukan 

kecurangan dalam menjalankan tugasnya dalam memanfaatkan benda wakaf sampai harta benda 

tidak terkelola dan tidak termanfaatkan secara maksimal. Agart terhindar dari masalah seperti ini 
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maka perlunya proses seleksi dan pembinaan nazhir untuk dapat mengelola harta benda wakaf. 

Pemerintah dalam menunjuk nazhir selaku wakil dari wakif sebaiknya melihat kompetensi dan 

kemampuan yang dimiliki nazhir.10 

Hak dan kewajiban nazhir dalam mengelola hak merek juga diatur dalam KHI pada Pasal 220 

yang dapat dijadikan pedoman bagi nazhir dalam bertindah, yaitu : 

1) Nazhir wajib mengelola wakaf beserta hasilnya, sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh 

Menteri Agama. 

2) Nazhir setiap bulannya membuat pembukuan atau biasa yang disebut dengan laporan 

mengenai perbuatan apa saja yang dilakukan nazhir untuk mengelola harta benda dari 

wakif. Laporan tersebut diberikan kepada KUA setempat dengan memberi tembusan kepada 

MUI kecamatan dan camat dari wilayah tersebut. 

3) Nazhir berhak mendapat gaji atau imbalan yang pantas. Bertujuan untuk pemanfaatan harta 

benda wakaf dilakukan secara maksimal dan tidak terjadi penyelewengan nazhir yang 

mengambil pemanfaatan harta benda yang diwakafkan. 

Tanggung jawab nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sangat berat 

dan peran tersebut sangat menentukan berhasil tidaknya hak merek dikembangkan. Pelaksanaan 

dalam memilih calon nazhir sangat perlu dilaksanakan secara selektif supaya nazhir dapat terbina 

dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Agar mempermudah dalam pembinaan anzhir maka 

diperlukan lulusan dari pendidikan formal misalkan dari jurusan hukum atau ekonomi syariah 

yang mengetahui seluk beluk wakaf. Tidak hanya perlunya lulusan dari pendidikan formal, 

perlunya pendidikan tambahan dari kursus-kursus juga dapat menambah baik kualitas seorang 

nazhir. Maka lembaga-lembaga kursus ini harus bekerja sama dengan Departemen Agama dan 

lembaga islam lainnya agar desuai dengan kriteria untuk menjadi seorang nazhir.11 Diperlukan pula 

kerjasama antara pihak lembaga kursus dengan bidang hak merek, sehingga menciptakan nazhir 

yang mumpuni untuk mengelola hak merek sebagai objek wakaf.  

Nazhir berhak dibina dan diajarkan mengenai pengelolaan wakaf. Badan yang berwenang dalam 

pembinaan tentunya menteri agama dan BWI dengan mempertimbangkan MUI sebagai lembaga 

tertinggi di Indonesia dalam hal agama. Adanya pembinaan dan pelatihan tersebut diharapkan 

nazhir akan sesuai dengan kriteria serta dapat mengelola hak merek tersebut sehingga dapat 

bermanfaat bagi orang banyak sesuai dengan tujuan utama wakif mewakafkan harta bendanya 

tersebut.12   

Sebagai orang yang mewakafkan hartanya tindakan tersebut merupakan rukun wakaf menurut 

islam dan juga menurut UU No. 41/2004 tentang Wakaf. Setelah berpindahnya hak dari harta benda 

yang diwakafkan maka pengelolaan harta benda tersebut diteruskan oleh nazhir untuk mengelola 

dan mengembangkannya. Maka selanjutnya wakif tidak mengetahui perkembangan harta benda 

yang dikelola oleh nazhir. Dalam hal nazhir tidak mengetahui perkembangan harta benda yang di 

wakafkan pengelolaan wakaf tersebut haruslah tetap berkembang, lurus sesuai dengan tujuan 

wakif. Namun wakif masih mendapatkan hak untuk mengetahui peruntukan harta bendanya yang 

dikelola nazhir. Apabila pengelola harta benda wakaf tidak profesional atau tidak produktif maka 

akan mengakibatkan menyusut atau berkurangnya harta benda yang dikelola nazhir, bahkan bisa 

saja habis apabila lembaga pengawas tidak benar-benar mengawasi nazhir.  

UU 41/2004 Pasal 10 telah menuliskan syarat yang harus dipenuhi apabila menjadi nazhir, yaitu 

seorang WNI, yang memiliki agama islam, telah dewasa atau baliqh, amanah, sehat secara lahir 

maupun sehat secara batin, cakap dalam bertindak hukum, bergerak di bidang sosial, di bidang 

pendidikan dan dibidang kemasyarakatan atau dibidang keagamaan. Selanjutnya dalam Pasal 14 

                                                             
10 Siska Lis Sulistiani, Op.Cit, hlm. 174.   
11 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 305. 
12 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 138.   



juga menentukan bahwa nazhir harus terdaftar dalam BWI dan Menteri. Peraturan serupa juga 

diatur dalam PP No. 42/2006 Pasal 4, 7 dan 11.  

Syarat dan ketentuan mengenai pengangkatan nazhir yang tidak terlalu ketat dapat 

menyebabkan kurangnya kualitas nazhir dalam menjalankan tugasnya. Diperlukan ditambahkan 

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi seorang nazhir untuk mengelola 

harta benda wakif maka memberi perlindungan untuk pewakif. dengan adanya persyaratan 

tersebut adanya jaminan harta benda wakif dkelola oleh seseorang yang berkompeten dan tidak 

sembarang orang. Perlunya persyaratan lebih lengkap untuk nazhir diperlukan syarat yang lebih 

konkrit untuk dapat diangkat sebagai pengurus wakaf atau nazhir. Syarat tersebut misalnya tidak 

pernah terlibat kejahatan, memiliki perspektif yang bagud di bidang bisnis dan wakaf. Syarat 

tersebut wajib dipenuhi agar para nazhir tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam mengurus 

harta benda wakaf. 

Pasal 42 dan Pasal 43 UU No.41/2004 menegaskan bahwa nazhir berkewajiban untuk 

mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat 

umum. Dalam mengurus harta benda wakaf nazhir dilarang untuk mengubah tujuan pewakif 

mewakafkan harta bendanya. Apabila terpaksa mengubah tujuan wakaf maka dapat diajukan secara 

tertulis melalui BWI. Apabila BWI setuju maka perubahan tersebut dapat dilakukan. Apabila BWI 

menolak usulan penggantian tujuan wakaf maka harus dijalankan pula. Bahkan apabila sengaja 

mengubah tujuan dari harta benda wakaf tersebut, Pasal 67 UU No. 41/2004 menjanjikan pidana 

penjara paling lama empat tahun dan/atau denda Rp 400.000. 

Kewajiban nazhir untuk mengurus dan meneruskan objek wakaf agar sesuai dengan peruntukan 

harus sesuai dengan fungsi, tujuan dan diperuntukkan kepada objek wakaf tersebut harus 

disalurkan. Adanya peraturan yang membatasi perilaku nazhir, seperti apabila nazhir melanggar 

tujuan dari wakaf tersebut akan dikenakan sanksi, maka hal ini benar-benar memberikan 

perlindungan kepada wakif. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut memberikan rasa aman 

kepada wakif agar harta bendanya dikelola dan dikembangkan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.  

Fungsi pengawasan juga diperlukan untuk tetap mengasi kinerja nazhir. Menteri Agama turut 

andil dalam mendaftar nazhir-nazhir yang telah menjalankan tugasnya. Apabila tidak 

melaksanakan tugasnya dengan baik maka nazhir akan dihentikan dari tugasnya dan dicarikan 

pengganti yang dianggap mumpuni oleh BWI hal ini tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) UU 

no.41/2004. Bahkan pada Pasal 67 pun mengancam nzahir yang melakukan kecurangan dalam 

mengelola harta benda wakif denga pidana penjara paling lama lima (5) tahun dengan denda 

sebanyak Rp 500.000. Seluruh ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian nazhir telah 

memberikan kemanan atau perlindungan bagi wakif hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah 

dan peran BWI yang turut serta memberikan perlindungan bagi wakif agar harta benda wakif tetap 

dijalankan dengan baik oleh nazhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

PP No. 42/2006 Pasal 4 ayat (5) menjelaskan bahwa nazhir perseorangan wajib terdiri setidaknya 

3 orang dan salah satu dari mereka diangkat sebagai ketua. Dengan ketentuan tersebut memberikan 

perlindungan kepada wakif agar harta benda yang di wakafkan dikelola secara berkelompok 

sehingga dapat secara maksimal dalam pengembangan dan pengelolaan objek wakaf. Sedangkan 

Pasal 13 menjelaskan tugas seorang nazhir ialah mengelola, melakukan administrasi, 

mengembangkan, melindungi dan mengawasi harta benda yang telah wakif berikan. Tugas nazhir 

juga melakukan laporan rutin dan mengirimkan laporan tersebut kepada Menteri Agama dan BWI 

mengenai kegiatan apa saja yang nazhir lakukan dalam hal mengelola objek wakaf tersebut.  

PP No 42/2006 Pasal 14 juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai nazhir 

diberikan waktu selama lima tahun dan dapat menjadi nazhir kembali. Dengan diberlakukan 

batasan masa bakti nazhir ini merupakan suatu yang baru dalam perwakafan Indonesia yang mana 

tidak terdapat dalam UU 41/2004 dan juga dalam KHI. Penerapan masa bakti nazhir memberikan 

kondisi yang lebih kompetitif dan dan berkembang karena adanya nazhir yang berbeda setiap 



tahunnya. Penggantian nazhir setiap lima tahun sekali diharapkan agar nazhir lebih inovatif dalam 

mengembangkan harta benda dari wakif dan juga dapat memberikan perlindungan secara tidak 

langsung kepada wakif, agar tetap berkembang sesuai dengan tujuan berwakaf.  

Pasal 56 PP 42/2006 bahwa dalam hal pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga 

masyarakat. Pengawasan kepada nazhir dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, secara pasif dan 

aktif. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan secara langsung dengan mendatangi nazhir paling 

sedikit satu tahun sekali untuk melakukan evaluasi kinerja nazhir. Dialakukannya pengontrolan 

oleh pemerintah ini bertujuan untuk melihat apakah nazhir dalam menjalankan tugasnya sudah 

tepat sesuai dengan tugas pokok dalam AIW sebagai seorang nazhir. Sedangkan pengawasan secara 

pasif dilakukan dengan cara mengamati setiap laporan yang dilaporkan nadzhir pada tiap 

bulannya. Adanya ketentuan ini akan memberikan perlindungan secara preventif kepada pewakif 

apabila terjadi nadzhir yang berbuat tidak sesuai perjanjian yang termuat dalam Akta Ikrar Wakaf. 

Perlindungan preventif ini bertujuan untuk mencegah adanya kemungkinan tindak kejahatan yang 

dilakukan nadzhir dalam mengelola harta benda atau hak merek yang diberikan pewakif. Karena 

tujuan utama berwakaf adalah sebagai ibadah dan juga untuk kesejahteraan masyarakat umum 

yang sesuai dengan prinsip syariah.  

Perlindungan terhadap wakif diperlukan, karena setiap orang memiliki hak untuk mendapat 

perlindungan dari negara. Setiap negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga 

negaranya.  Pengakuan dan perlindungan terhadap setiap warga negara salah satu bentuk dari hak 

asasi manusia. Setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan nyaman ketika melakukan 

suatu tindakan hukum di negara ini. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara ada dua 

yaitu secara preventif yang berfungsi sebagai pencegah sebelum terjadi suatu pelanggaran hukum 

dan juga bentuk perlindungan hukum secara represif yang merupakan bentuk perlindungan dari 

negara sebagai perlindungan terakhir. Berbentuk sanksi atas suatu perbuatan pelanggaran hukum.  

Indonesia mengeluarkan fatwa yang bertujuan untuk melindungi HKI sebagai obejk wakaf. 

Dalam keputusan MUI No : 1/MUNAS/VII/MUI/2005 yang dilaksanakan pada 26-29 Juli 2005M, 

bahwa : 

1) Hukum islam memandang HKI sebagai hak kekayaan yang mendapatkan perlindungan 

hukum yang sama dengan mal. 

2) Hukum islam melindungi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut adalah objek HKI 

yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

3) Hukum Islam memandang HKI adalah objek akad, baik sebagai pertukaran yang dapat 

bersifat komersil maupun akad non komersil yang dapat diwakafkan dan diwariskan sesui 

dengan ketentuan yang mengatur mengenai wakaf. 

4) Seluruh pelanggaran yang dilakukan untuk menyerupai HKI orang lain hukumnya adalah 

haram. 

Demi optimalnya manfaat wakaf diperlukan pengawasan oleh lembaga khusus wakaf.  Lembaga 

ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan berfungsi sebagai pembina nazhir dalam menjalankan 

tugasnya, mengingat nazhir merupakan pusat dari wakaf. BWI memiliki tugas yang berat dalam 

menjalankan tugasnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada nazhir. BWI dalam 

menjalankan tugasnya harus solid dan anggotanya yang terdiri dari ahli-ahli disiplin ilmu yang 

berkaitan dengan pengembangan wakaf. Perlunya anggota yang terdiri atas bebergai disiplin ilmu 

yang paham mengenai wakaf agar dapat mengoptimalkan pengembangan objek wakaf, khususnya 

objek wakaf hak merek seperti ahli hukum perdata, ahli wakaf, ulama hukum islam, ahli ekonomi 

syariah. 13 hubungan antara wakif dan nazhir berawal ketika keduanya mengucapkan ikrar wakaf 

dengan disaksikan oleh beberapa saksi dengan diawali penyerahan objek wakaf dan penerimaan 

                                                             
13 Op.Cit, Abdul Manan, hlm. 302-303.   



AIW sebagai bukti telah dilakukannya penyerahan. Setelah dilakukannya penyerahan objek wakaf 

maka harus diumumkan melalui berita resmi merek bahwa objek tersebut telah resmi sebagai objek 

wakaf, sehingga dapat memberikan perlindungan preventif kepada wakif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Perlindungan merek merupakan upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga 

dapat memberikan perlindungan hukum kepada yang bersangkutan atau yang melakukan 

tindakan hukum dalam hal ini adalah wakif. Untuk memberikan perlindungan hukum untuk 

pewakif maka dalam proses pengalihan harta benda yang akan diwakafkan wajib didaftarkan 

kepada Pejabat Pencatat Akta Wakaf serta melengkapi dokumen lainnya yang menunjang. 

Peralihan hak merek yang telah terdaftar wajib diumumkan melalui berita resmi merek. 

Sehingga pewakif tetap mendapat perlindungan hukum jika nazhir melanggar isi ikrar. 

Pengawasan dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga penerima wakaf yang ditunjuk dapat 

memberikan perlindungan secara preventif, hal ini dikarenakan telah terciptanya mekanisme 

pengawasan yang tepat sesuai dengan prosedur yang terdapat pada  peraturan-peraturan 

mengenai wakaf.  

4.2 Saran 

Bagi Badan Wakaf Indonesia sebaiknya lebih meningkatkan fungsinya untuk membina nazhir 

agar dapat mengelola harta benda wakaf dengan baik dan dapat berkembang lebih produktif, 

karena selama ini belum optimalnya pemberdayaan wakaf di Indonesia agar dikelola oleh 

lembaga wakaf serta menghindari dampak negatif yang mungkin saja terjadi selama proses 

pengelolaannya. Agar memberikan perlindungan hukum untuk pewakif maka dalam proses 

pengalihan harta benda wajib didaftarkan kepada Pejabat Pencatat Akta Wakaf serta melengkapi 

dokumen pendukungnya. Pengalihan hak merek yang telah terdaftar wajib diumumkan dalam 

berita resmi merek. Sehingga pewakif tetap mendapat perlindungan hukum jika nazhir 

melanggar isi ikrar. 
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